
KECAMATAN BRONDONG 
KABUPATEN LAMONGAN 

 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

PEMERINTAH KECAMATAN BRONDONG  

TAHUN 2023  



KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN 

UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN, BERADA PADA KOORDINAT 

ANTARA  06°  53’  30,81’’ – 7°  23’6’’  LINTANG SELATAS DAN 112° 17’  01,22’’ – 112°  33’12’’  BUJUR TIMUR, 

DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT : 
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Gambaran umum Kecamatan Brondong 

 

SAKIP  2022 



Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan 
yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, 
mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta 
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan 
urusan    pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ( 
Perbub Nomor 85 tahun 2020 ) 

TUGAS 



Perumusan dan penetapan bahan penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 
Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 
Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 
Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, 
LPPD dan LKPJ Kecamatan; 

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis 
rencana operasional berupa petunjuk 
teknis dan Standar Operasional Prosedur 
serta mengkoordinasikan pelaksanaan 
program dan kegiatan di lingkungan 
Kecamatan; 

Penyelenggaraan koordinasi dengan 
instansi lain terkait pelaksanaan tugas 
Camat; 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
urnum di tingkat Kecamatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur pelaksanaan urusan 
pemerintahan umum; 

Penyelenggaraan koordinasi kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

Penyelenggaraan koordinasi upaya 
penyelenggaraan ketenterarnan dan 
ketertiban umum; 

Penyelenggaraan koordinasi penerapan 
penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Daerah; 

Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan 
prasarana dan sarana pelayanan umum 
lingkup Kecamatan; 

Penyclcnggaraan koordinasi 
penyclenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan; 

Pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Penyelenggaraan urusan pcmerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 
unit kerja perangkat daerah yang ada di 
Kecamatan, antara lain: 

Penyelenggaraan perencanaan dan 
efektivitas kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di kecamatan; 

Penyelenggaraan fasilitasi percepatan 
Standar Pelayanan Minimal di wilayah 
kecamatan. 

Penyelenggaraan sebagian kewenangan 
yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 
Camat; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

FUNGSI 



STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM 
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN 

CAMAT 

SEKRETARIS 
KECAMATAN 

KASUBBAG 
UMUM & KEP 

KASUBBAG 
PEREN, 

EVALUASI &KEU 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASI 
PEMERINTAHAN 

KASI PPM 
KASI 

PELAYANAN  
KASI 

TRANTIBUM 

DESA/KELURAHAN 

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA 

KECAMATAN BRONDONG 

BERJUMLAH  20 ORANG, TERDIRI 

ATAS : 

 

A. BERDASARKAN STATUS 

 PNS/CPNS :  12 

 NON ASN : 8 

 

B. BERDASARKAN  PENDIDIKAN 

 SMP : 1 orang 

 SMA :  8    orang 

 D-3 : - orang 

 S-1 :   8   orang 

 S-2 : 3 orang 



VISI 

“Terwujudnya 

Kejayaan Lamongan 

yang Berkeadilan” 

TUJUAN 

1. Meningkatkan 
Manajeman Internal 

Perangkat Daerah 
2. Meingkatkan 
Kemandirian Desa 

SESUAIKAN RENSRA 2021-2026 

Misi 1. 
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai 
potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industry kecil dan 
menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong 
berkembangnya ekonomi kreatif (start up) 
Misi 2. 

Mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, 
produktif, daya saing dan berakhlaqul karimah dalam rangka menyambut 
revolusi industry 4.0 
Misi 3. 
Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan 
memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan 
Misi 4. 
Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religious, berbudaya, aman, 
tentramdalamrelasi yang seimbang antara berbagai komponen dengan tidak 
meninggalkan kearifan local masyarakat dan stakeholder pembangunan 
Misi 5. 
Menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, 

transparan, akuntabel, berbasis digital dan bebas 

korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi 

partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga 

evaluasi kebijakan. 
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PELAKSANAAN SAKIP 

Perjanjian Kinerja (PK) 

Rencana Strategis 
(RENSTRA) 

RPJMD  

Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) / RENJA  

Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) 

KINERJA 
AKTUAL Laporan 

Pertanggungjawaban 
Keuangan 

Laporan Kinerja 

E
V

A
L
U

A
S

I 

Dokumen 
Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) 

PENGUKURAN KINERJA 

IKU 

SELESAI 

SAKIP  2023 



SASARAN  INDIKATOR KINERJA FORMULASI 
KONDISI 

AWAL 

TARGET  TAHUNAN 

2022 2023 2024 2025 2026 
Kondisi 

Akhir 

Meningkatkanya 

Manajemen Internal 

Perangkat Daerah 

Nilai IKM Nilai Interval SKM  

86,11 87,15 87,25 87,50 87,75 88,00 88,00 

NILAI SAKIP Kecamatan Penilaian Inspektorat 
82,23 82,33 82,43 82,53 82,63 82,73 82,73 

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Desa 

 

Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Maju 

6 Desa  7 Desa 6 Desa 5 Desa 4 Desa 3 Desa 3 Desa 

Prosentase Penyelenggaraan 

Pelayanan publik tepat waktu 

Jumlah pelayanan publik yang dilayani 

tepat waktu         

                                                      x 100 

Jumlah Pelayanan publik yang dilayani 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



PROSES BISNIS 



TUJUAN I 

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 

SASARAN 
MENINGKATKAN MANAJEMEN INTERNAL PERANGKAT DAERAH 

INDIKATOR TUJUAN  

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 

MENINGKATKAN 

KUALITAS SDM 
PEMENUHAN KUALITAS 

SARANA DAN PRASARANA 

PELAYANAN PUBLIK 

TERSEDIANYA MEKANISME 

PELAYANAN YANG BAIK 

•Melaksanakan Bimtek 

Pelayanan Publik bagi 

Petugas Pelayanan 

Kecamatan Brondong. 

•Melaksanakan Study 

Referensi Pelayanan 

Publik 

•Perbaikan Sarana Prasarana 

Pendukung Pelayanan Publik  

•Pengadaan  Komputer , Kursi 

dan Meja kerja 

•Peningkatan kualitas Jaringan 

IT yang mendukung 

kelancaran pelayanan publik 

 

•Pelayanan Publik berdasarkan SOP 

Pelayanan 

•Menjalin kerja sama dengan 

Pemerintahan Desa / Kelurahan 

dalam memperlancar pelayanan 

publik. 

•Monitoring dan Evaluasi berjenjang 

oleh penanggungjawab pelayanan 

kepada Operator.  

 

 PROSES 
BISNIS 



TUJUAN 2 

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA 

INDIKATOR TUJUAN  

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA 

SASARAN 

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DESA 

PENINGKATAN 

KUALITAS SDM 

•Melaksanakan 

Pembinaan terhadap 

Aparatur Pemerintahan 

Desa / Kelurahan. 

•Melaksanakan 

Pembinaan Tertib 

Administrasi Desa / 

Kelurahan. 

•Melaksanakan Bimtek 

Tata Kelola Pemerintahan 

Desa / Keluirahan 

 

PENINGKATAN KOORDINASI  

DENGAN DINAS INSTANSI, 

UPT, DAN PEMERINTAHAN 

DESA / KELURAHAN 

•Melaksanakan Rapat 

Koordinasi Dinas Instansi, UPT 

dan Kepala Desa / Lurah. 

•Melaksanakan Musrenbang 

Des/ Kecamatan 

•Melaksanakan Pengendalian 

Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan 

 

PENINGKATAN 

TERTIB ADMINISTRASI 

DESA / KELURAHAN 

•Pembinaan Tertib 

Administrasi 

Pemerintahan Desa / 

Kelurahan. 

•Lomba Desa / 

Kelurahan 

•Penerapan siskeudes 

 

PENINGKATAN SARANA 

PRASARANA PEMERINTAHAN 

DESA / KELURAHAN 

•Fasilitasi Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa / 

Kelurahan. 

•Fasilitasi pengajuan Dana 

Pembangunan Desa pada 

Dinas Sektoral terkait 

•Monev Pelaksanaan 

Pembangunan Desa / 

Kelurahan 

 

PENINGKATAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

•Fasilitasi Pertumbuhan, 

Perkembangan dan 

Pealtihan UMKM 

•Fasilitasi Bidang 

Pendidikan, Kesehatan 

dan Perekonomian di 

Desa / Kelurahan 

•Fasilitasi Pertumbuhan 

dan Perkembangan 

BUMDES 

•Fasilitasi Kemiskinan 

Desa / Kelurahan 

 



POHON KINERJA 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang 
Inovatif                                                                                            
I K: IKM 

Meningkatkan Manajemen Internal PD               
IK: Nilai SAKIP 

Meningkatkan Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah                                                    

IK: Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Meningkatkan Kinerja 
Perencanaan, Pengganggaran 
dan Evaluasi     IK: Prosentase 

Kinerja Perencanaan, 
Penganggaran dan Keuangan 

1. 1. Penyusunan Dokuemen 
Perencanaan                        

2,Koordinasi dan Penyusunan 
Lap Capaian Kinerja Ikstisar 
SKPD 3, Evaluasi Kinerja PD          

IK:  Prosentase Evaluasi 
Kinerja PD 

Meningkatkan Kinerj 
Administrasi Keuangan      IK: 
Prosentase Kinerja Keuangan 

1.Penyediaan gaji dan 
Tunjangan ASN 2, Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 

3,Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Bulanan Sem/akhir 

Meningkatkan Administrasi 
Kepegawaian PD       IK: 
Prosentase Kinerja Adm 

Kepegawaian 

Pengadaan Pakaian Dinas 
berserta atributnya 

Meningkatkan Administrasi 
Umum PD        IK: Prosentase 

Adm Umum PD 

1, Penyediaan Konponen 
Instalasi listrik  2, Penyediaan 
Jasa Peralatan 3, Penyediaan 
Bahan Logistis 4, Penyediaan 
Bacaan     5, Penyelenggaran 

Rapat Koordinasi dan 
konsultasi 

Pengadaan Barang milik 
Daerah Penunjang Urusan PD         

IK: Prosentase Pengadaan 

Pengadaan Mebeler 

Penyedia Jada Penunjang Jasa 
PD         IK: Prosentase Jasa 

Penunjang Urusan PD 

1. Jasa Komunikasi  2, 
Jumalah Penyedian Servis 
Peralatan 3, Jumlah Jasa 

Perkantoran 

Pemeliiharaan Barang milik 
daerah Penunjang urusan 

Pemerintah Daerah                     
IK: Prosentase Penunjang 

urusan Pem Daerah 

1. Jumlah Pemeliharaan 
Kendaraan Dinas   2. julmlah 

Pemeliiharaan Gedung 
Perkantoran 

Kinerja 
Sasaran 

Kinerja 
Urusan/ Sub 

Urusan 

Kinerja 
Taktikal 

Kinerja 
Operasional 

Level Kinerja 



Meningkatkan Kemandirian Desa 
 

IK: Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri 

Meningkatkan Pemberdayaan Desa 
 

IK: Jumlah Desa Maju 

Meningkatkannya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

 
IK: Persentase 

Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

Yang Tepat Waktu 

Meningkatkannya 
Urusan 

Pemerintahan yang 
dilaksanakan 

 
IK: Jumlah 

Koordinasi/Fasilitasi 
Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Peningkatan 
Pelayanan 

Prima 

 
IK: Jumlah 
koordinasi 

Meningkatkannya 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 

 
IK: Prosentase Desa Yang 

Melaksanakan 
Pemberdayaan terhadap 

Masyarakat 

Meningkatkan 
Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

 
IK: Jumlah Koordinasi 
Pemberdayaan Desa 

Partisipasi 
Masyarakat 

dalam 
Musrenbang 

 
IK: Jumlah 
Koordinasi 

Efektivitas 
Kegiatan 

Pemberdayaa
n Masyarakat 

 
IK: Persentase 

Tugas 
Pemerintahan 
Umum yang 

terlaksananya 

Meningkatkan Kegiatan 
Pemberdayaan Kelurahan 

 
IK: Jumlah Kelurahan yang 
melakukan pemberdayaan 

Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 

 
IK: Jumlah 

Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelurahan 

Kegiatan 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

 
IK: Jumlah 
Kegiatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan 

Meningkatkan 
Ketentraman dan 

Ketertiban 
 

IK Prosentase 
Ketentraman dan 

Ketertiban 

Kordinasi 
Penerapan 
Perundang 

undang 

Sinergi
tas TNI 
POLRI 

Penyelengaraan 
Ketentraman 

dan Ketertiban 
Umum 

Sinergi
tas 

Perang
kat 

Daerah 

Meningkatkan 
Penyelenggaraaan 

Pemerintahan Umum  
 

IK Prosentase 
Penyelenggaraaan Pemrintahan 

Umum 

Penyelenggaraan 
Urusan 

Pemerintahan 
Umum 

Penanga
nan 

konflik 
sosial 
sesuai 

UU 

Meingkatkannya 
Pembinaan dan 

Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 
IK: Persentase Desa Naik 

Kelas 

Meningkatkan penyusunan 
peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 
 

IK: Prosentase Peningkatan 
Jumlah Desa Mandiri 

Fasilitasi 
Pengelolaan 

Keuangan Desa 
dan 

Pendayagunaan 
Aset Desa 

 
IK: Jumlah Desa 

Menyusunan 
ABK  

Fasilitasi 
Administrasi 

Tata 
Pemerintahan 

Desa 
 

IK: Jumlah Desa 
Terfasilitasi 

Administrasi 
Tata 

Pemerintahan 
Desa 

Sinkronisasi 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah dengan 
Pembangunan 

Desa 
 

IK: Jumlah desa 
yang terfasilitasi 

Sinkronisasi 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah dengan 

Pembangunan Desa 

Penyelenggaraa
n Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum 
 

IK: Jumlah Desa 
yang terfasilitasi 
Penyelenggaraa
n Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum 

POHON KINERJA Level Kinerja 

Kinerja 
Sasaran 

Kinerja 
Urusan/ Sub 

Urusan 

Kinerja 
Taktikal 

Kinerja 
Operasional 



Meningkat Manajamen Internal Perangkat Daerah 

Nilai Sakip Kecamatan 

 

Sasaran Strategis 

Indikator 

Program 

Indikator 

Kegiatan 

Indikator 

Indikator Tujuan 

Indikator Tujuan 

Indikator Sasaran 

Indeks Reformasi Birokrasi ( RB) 

Nilai IKM 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan 

hingga ke Desa 

Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif  

Meningkatkan Pelayanan Publik 

Tujuan RPJMD 

Sasaran RPJMD 

Tujuan PD 

CASCADING PERENCANAAN TUJUAN I 

1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat  

Prosentase Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan 

Indikator 

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 

3. Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1. Jumlah dokumen 

Perencanaan dan Evaluasi 

2. Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ihtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

3. Jumlah dokumen  Evaluasi 

Kinerja 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Prosentase Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah  

2. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Prosentase Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

3. Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Prosentase Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

4. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Prosentase Administrasi 

Perangkat Daerah 

5. Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Prosentase Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

6. Penyediaaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Prosentase Jumlah 

Penyediaan Urusan PD 

7. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Prosentase Jumlah 

Pemeliharaan Barang 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1. Penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN 

2. Koordinasi dan Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Tribulan/Semesteran 

SKPD 1. Jumlah  Gaji dan Tunjangan 

ASN yang terbayar 

2. Jumlah Laporan Akhir 

Tahun yang di susun 

3. Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran 

1. Pengadaan Pakaian Dinas  

Beserta Atribut 

Kelengkapannya SKPD 

1. Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas yang 

tercukupi 

1. Pengadaan 

Mebeler 

1. Jumlah Pengadaan 

Perlngkapan dan 

Peralatan Kantor 

yang tercukupi 

1. Penyediaai Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

1. Jumlah Jasa Komunikasi, 

Internet dan Listrik Kantor 

Kecamatan 

2. Jumlah Penyediaan Servis 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

3. Jumlah Jasa Perkantoran 

yang disediakan  

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung kantor dan bangunan 

Lainnya 

1. Jumlah Pemeliharaan 

Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

2. Jumlah Perbaikan dan 

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Gedung Kantor 

1. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

2. Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor gedung kantor 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan Perundang-Undangan 

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

1. Jumlah Intem Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

2. Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor yang tercukupi 

3. Jumlah Alat Tulis Kantor yang 

terpenuhi 

4. Jumlah Jenis Barang Cetakan dan 

Pengadaan  

5. Jumlah Sura/Kabar yang tersedia 

6. Jumlah Penyediaan Makanan dan 

Minuman Rapat dan Tamu 



Meningkatnya Pemberdayaan Desa 

Jumlah Desa Maju 

 
Program Pemberdyaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan 

1. Prosentase Program 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan Kelurahan 

Program Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintah Desa 

1. Prosentase Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Sasaran Strategis 

Indikator 

Program 

Indikator 

Kegiatan 

Indikator 

Indikator Tujuan 

Indikator Tujuan 

Indikator Sasaran 

Indeks Reformasi Birokrasi ( RB ) 

Persentase Peningkatan Desa Mandiri 

Jumlah Desa Mandiri 

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerin tahan hingga 

ke Desa 

Meningkatkan Kemandirian Desa 

Meningkatkan Kemandirian Desa 

Tujuan RPJMD 

Sasaran RPJMD 

Tujuan PD 

CASCADING PERENCANAAN TUJUAN II 

Fasilitasi Rekomendais dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Prosentase Jumlah Keg 

Pemberdayaan Masy di 

Wilayah Kec 

Sub Kegiatan 

Indikator 

Koordinasi/Sinergi Dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia  

Prosentase Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

1. Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteramandan 

Ketertiban Umum 

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

3. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan 

pembangunan daerah dengan Desa 

4. Fasilitasi Penyelnggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

1. Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

wilayah Kecamatan 

2. Jumlah Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kelurahan 

3. Jumlah Pembinaan di Kelurahan 

Brondong 

 

Koordinasi/Sinergi Dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia  

1. Jumlah Desa/Kelurahan di fasilitasi 

2. Jumlah Desa di fasilitasi 

3. Jumlah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 

yang dilaksanakan 

4. Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan 

 

1, Koordinasi Kegiatan 

Pembeberdayaan Desa 

2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

 

1. Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

Prosentase capaian Layanan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja 

Perangkat daerah yang ada di Kecamatan 

Jumlah CapaianJenis Pelayanan 

Pubik yang dilaksanakan  

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah CapaianJenis Pelayanan 

Pubik yang dilaksanakan 

Prosentase Program 

Penanganan Konflik 

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Prosentase PenyelenggaraaUrusan 

Pemerintahan Umum 

SesuaiPenugasan Kepala Daerah  

1. Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah  

Persentase Urusan 

Pemerintahan Umum Yang 

Diselenggarakan  

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

Jumlah laporan konflik 

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 

perundang-undangan 



CASCADING KINERJA 

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman 

Pemerintahan hingga ke Desa 

Indeks Reformasi Birokrasi ( RB ) 

Kepala Daerah 

Camat 

 Meningkat Manajamen Internal Perangkat Daerah 

 

Indikator :   Nilai Sakip Kecamatan 

Sekretaris 

Kepala Seksi/Sub 

bag 

Staf 

INDIKATOR :  Prosentase Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah  

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat  

Prosentase Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 

Target 

100% 

 

2. Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Prosentase Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

 

Target 

100% 

 

 

3. Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Prosentase Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

 

Target 

100% 

 

 

4. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Prosentase Administrasi 

Perangkat Daerah 

 

 

Target 

100% 

 

5. Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Prosentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Target 

100% 

 

 
 

6. Penyediaaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Prosentase Jumlah 

Penyediaan Urusan PD 

 

 

 

Target 

100% 
 

7. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Prosentase Jumlah 

Pemeliharaan Barang 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

 

Target 

100% 
 

 

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 
2. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 

3. Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1. Jumlah dokumen 

Perencanaan dan Evaluasi 

(Target 2 Dok) 

2. Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ihtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

(Target  22 Lap) 

3. Jumlah dokumen  Evaluasi 

Kinerja ( Target 1 

Dokumen) 

1. Penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN 

2. Koordinasi dan Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Tribulan/Semesteran 

SKPD 

1. Jumlah  Gaji dan 

Tunjangan ASN yang 

terbayar ( Target 12 Lap) 

2. Jumlah Laporan Akhir 

Tahun yang di susun 

(Target 1 Lap) 

3. Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran 

(Target 2 Lap) 

1. Pengadaan Pakaian Dinas  

Beserta Atribut 

Kelengkapannya SKPD 

1. Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas yang 

tercukupi  

    (Target 22 Stell) 

1. Pengadaan 

Mebeler 

1. Jumlah 

Pengadaan 

Perlngkapan 

dan 

Peralatan 

Kantor yang 

tercukupi  

  (Target 1 

Paket) 

1. Penyediaai Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

1. Jumlah Jasa 

Komunikasi, Internet 

dan Listrik Kantor 

Kecamatan (Target 3 

Rekening) 

2. Jumlah Penyediaan 

Servis Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

(Target 3 Jenis) 

3. Jumlah Jasa 

Perkantoran yang 

disediakan  (Target 10 

Orang) 

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung kantor dan bangunan 

Lainnya 

1. Jumlah Pemeliharaan 

Rutin Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional ( 

Target 1 Mobil 6 Motor) 

2. Jumlah Perbaikan dan 

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Gedung Kantor 

(target 3 Paket) 

1. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

2. Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor gedung kantor 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan Perundang-Undangan 

5. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

1. Jumlah Intem Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

(target 10 Jenis) 

2. Jumlah Pengadaan 

Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor yang tercukupi ( 

Target 10 Unit) 

3. Jumlah Alat Tulis Kantor yang 

terpenuhi (Target 42 Jenis) 

4. Jumlah Jenis Barang Cetakan 

dan Pengadaan ( Target 11 

Jenis) 

5. Jumlah Sura/Kabar yang 

tersedia ( Target 8 Jenis) 

6. Jumlah Penyediaan Makanan 

dan Minuman Rapat dan 

Tamu ( Target 440 

Nasi,Snack, Aiir ) 



CASCADING KINERJA 

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajeman Pemerintahan 

hingga ke Desa 

Indeks Reformasi Birokrasi ( RB) 

Kepala Daerah 

Camat 
Jumlah Desa Maju 

Meningkatkan Kemandirian Desa 

 
 

Sekretaris 

Kecamatan 

Kepala Seksi 

Staf 

INDIKATOR :  

1. Prosentase Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa/ 

Kelurahan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

INDIKATOR :  

1. Prosentase Program Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

Meningkatnya naskah kuno/  koleksi 

muatan lokal yang di alihmediakan 

INDIKATOR :  
1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah 

Kecamatan 

Target : 3 Kegiatan 

2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( 

Target 1 Paket) 

3.Jumlah Pembinaan di Kelurahan Brondong (Target 1 Paket) 

4, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

Target 10 Desa/Kel 

 

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

 

1. Fasilitasi Adm inistrasi Tata Pem erintahan Desa 

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

3. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pem bangunan daerah dengan 

Desa 

4. Fasilitasi Penyelnggaraan Ketentram an dan Ketert iban Umum 
 

INDIKATOR  :  

1. Jumlah Desa/Kelurahan di fasilitasi (Target 9 Ds 1 Kel) 

2. Jumlah Desa di fasilitasi ( Target 9 Desa) 

3. Jumlah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 

yang dilaksanakan ( Target 3 Kegiiatan) 

4. Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan ( Target 

3 Keg) 

INDIKATOR :  

Prosentase Jumlah Keg 

Pemberdayaan Masy di Wilayah Kec 

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 
Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan  

Fasilitasi Rekomendais dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

INDIKATOR :  
Prosentase Fasilitasi Rekomendasi dan 

Koordinasi Pengawasan Pemdes 

 
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN  

PELAYANAN PUBLIK 

Indikator  

: Prosentase capaian Layanan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat 

daerah yang ada di Kecamatan 

INDIKATOR: 

Jumlah Capaian Jenis Pelayanan Pubik 

yang dilaksanakan  

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Indikator : 

Jumlah Capaian Jenis Pelayanan Pubik 

yang dilaksanakan 

Target : 3 Jenis Pelayanan  
 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia  

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteramandan Ketertiban 

Umum 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia  

1. Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

 

INDIKATOR  

Prosentase Program 

Penanganan Konflik 

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Prosentase PenyelenggaraaUrusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah  

1. Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah  

INDIKATOR  
Persentase Urusan 

Pemerintahan Umum Yang 

Diselenggarakan  

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

Jumlah laporan konflik 

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 

perundang-undangan 



MITIGASI RESIKO 

No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko 

Kejadian Risiko 

Ket RTP 
Rencana Pelaksanaan 

RTP 
Realisasi 

Pelaksanaan RTP 
Keterangan 

Tanggal Terjadi Sebab Dampak 

Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong 

1 
Penurunan Nilai SAKIP 

Kecamatan 
RSO.23.99.39.01 - 

Pelaporan Capaian 
Kinerja tidak akuntabel 

Lambatnya Laporan 
Capaian Kinerja 

Melakukan Pembinaan Aparatur 
Kecamatan, Monitoring secara 

Berkala 
Januari - Desember 2023 

Januari – Desember 
2023 

Telah terealisasi 

2 
Indeks Desa Membangun 

tidak mengalami kenaiakan 
RSO.23.99.39.02 - 

Kurangnya Komitmen 
Kepala Desa dalam 
membangun Desa 

Tidak Ada Desa Naik 
Kelas 

  
Pembinaan Aparatur 
Pemerintahan Desa 

Januari - Desember 2023 
Januari –Desember 

2023 
Telah terealisasi 

  Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong             

1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan tidak tepat 
waktu 

ROO.23.99.39.01   Kurangnya Personil 
Telat dalam 
penyusunan 
Perencanaan 

  
Penunjukan Penjabat Pelaksana 

Sub Bagian Perencanaan, 
Evaluasi dan Keuangan 

Januari - Desember 2023 
Januari – Desember 

2023 
Telah terealisasi 

2 
Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan telat dilaksanakan 

ROO.23.99.39.02   Kurangnya Personil 
Gaji Tunjangan tidak 
terbayar 

  
Penunjukan Penjabat Pelaksana 

Sub Bagian Perencanaan, 
Evaluasi dan Keuangan 

Januari - Desember 2023 
Januari – Desember 

2023 
Telah terealisasi 

3 
Pengadministrasi 
Kepegawaian tidak tepat 
waktu 

ROO.23.99.39.03   SDM Kurang Kompeten 
tidak tertib 
pengadminitrasi 
Kepegawaian 

  
Pembinaan dan Evaluasi Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaiaan 
Januari - Desember 2023 

Januari – Desember 
2023 

Telah terealisasi 

4 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan tidak 
terlaksana 

ROO.23.99.39.06   

Kurangnya Koordinasi 
antar Kecamatan 
dengan Instansi 
lain/Desa/Kelurahan 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan tidak 
terlaksana 

  Pembentukan Tim Kerja Januari 2023 Januari 2023 Telah terealisasi 

5 IKM tidak memenuhi target ROO.23.99.39.07   
Pelayanan tidak sesuai 
SOP 

Masyarakat tidak puas 
akan pelayanan di 
Kecamatan Brondong 

  
Mengembangkan Inovasi 

Pelayanan 
Januari 2023 Januari 2023 Telah terealisasi 

6 
Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat tidak terlaksana 

ROO.23.99.39.08   Kurangnya Personil 

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat tidak 
terlaksana 

  Roling Staf Januari 2023 Januari 2023 Telah terealisasi 

7 
Pembangunan Fisik Kelurahan 
tidak terlaksana 

ROO.23.99.39.09   
Kurangnya Kompeten 
SDM Kelurahan 

Kegiatan 
Pembangunan Fisik 
Kelurahan tidak 
dilaksanakan 

  

Peningkatan Intensitas 
Pendampingan dalam pelasanaan 

perencaan pelaksanaan dan 
Evaluasi 

Januari - Desember 2023 
Januari – Desember 

2023 
Telah terealisasi 

8 
Pelaksanaan Keguatan PKK 
Kecamatan dan Desa tidak 
terlaksana 

ROO.23.99.39.10   Kurangnya Personil 
Pelaksanaan Keguatan 
PKK Kecamatan dan 
Desa tidak terlaksana 

  
Pembinaan, Bimtek Anggota PKK 

Kecamatan dan Desa 
Januari - Desember 2023 

Januari – Desember 
2023 

Telah terealisasi 

9 

Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah 
dan Pearturan Kepala Daerah 
tidak berjalan 

ROO.23.99.39.11   
Kurangnya Koordinasi 
antar instasi 

Koordinasi Penerapan 
dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Pearturan Kepala 
Daerah tidak terlaksana 

  
Penunjukan Penjabat Pelaksana 

Seksi Trantibum 
Januari - Desember 2023 

Januari – Desember 
2023 

Telah terealisasi 

10 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan desa 

ROO.23.99.39.13   Kurangnya Personil 
Pembinaan dan 
Pengawasan Desa 
kurang 

  
Peningkatan Pembinaan 

Aparatur Desa 
Januari - Desember 2023 

Januari – Desember 
2023 

Telah terealisasi 



Staff 

Eselon III A/Camat  

Eselon III b/ 
sekcam 

Eselon IV a / Kasi 



Monitoring Rencana Aksi Tribulan IV Tahun 2023 







CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023 

NO SASARAN  INDIKATOR SASARAN Formulasi Target 
KINERJA Catatan 

 
 TR 

 I 
TR  
II 

TR  
III 

TR  
IV 

Jumlah  % 

1 

Meningkatkannya 
Manajemen 

Internal Perangkat 
Daerah 

NILAI SAKIP 

Nilai Merupakan 
Akumulasi penilaian dari 
Komponen manajemen 
Kinerja yang dievaluasi 

yaitu Perencanaan Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, Evaluasi 
Internal dan Pencapaian 
Kinerja, Nilai SAKIP PD 

dikeluarkan Inspektorat 

84,40 Nilai Belum keluar 

2 

Menigkatkan 
Pemberdayaan 

Desa 

Jumlah Desa Maju 
Jumlah Desa Maju 

Kecamatan Brondong 
1 Desa 0 0 0 

200

% 

• 9 Desa Mandiri  

• 0 Desa Maju 

• 0 Desa Berkembang 

PK Eselon III 
A/Camat  

IKU  RENJA 2023  



STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

 KUALITAS JENIS  

PERUBAHAN  

CAKUPAN MANFAAT 

KEJELASAN TAHAPAN 

(RENCANA AKSI) 

PEMETAAN 

STAKEHOLDER 

BARU  

ADOPSI & 

MODIFIKASI 
 

Output & outcome 

Jangka Pendek 

Jangka Menengah 

Jangka Panjang  

Kuantitas & kualitas  

TIM inovasi  

Pelayanan Publik 

LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS                                      ORGANISASI BERKINERJA TINGGI 

Kreatifitas  



STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA 

1. Nilai SAKIP ( Belum di Keluarkan Inspektorat) 

2. Survey Kepuasan Masyarakat Meningkat Out Put : Target 2023 IKM 85.25 Capaian 85.26 IKM 

Permasalahan : 

1. Kurangnya SDM Aparatur Kecamatan 
2. Kondisi Sarana dan Prasarana kurang representatif  

Staretegi Pencapaian : 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan melalui layanan publik yang prima 

berbasis digital, inovatif serta Solutif 

1. Pembaruan Inovasi Pelayanan  

2. Update Inovasi Pelayanan PEPES TAHU 

3.  Bimtek Pembinaan Kualitas SDM 
Kecamatan  

4. Pemeliharaan  Gedung Kantor  

5. Pengadaan Komputer, Tablet dan Printer 
untuk peningkatan kualitas pelayanan 

6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan berkala 
tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

7. Pengoptimalan Aktivasi IKD ke Pemohon 
sebagai solusi keterlambatan Blangko e KTP  

8. Pemanfatan media sosial (whatsapps) 
sebagai sarana pelayanan online 

9. Penambahan Ruang terbuka ( Gazebo ) 
sebagai penunjang Pelayanan Publik 

10.Ruang Pelayanan Ramah ibu hamil dan anak 

 

 

 

Kondisi : 

Sasaran Startegis 1 :  Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah 

1. Kurangya Sumber daya Manusia / Aparatur Kecamatan Brondong 
2. Sarana dan Prasarana penunjang kurang Representatif 



STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA 

Hasil/ Out Put : Jumlah Desa Mandiri 9 Desa 

Permasalahan : 

1. Keterlambatan Penyelesaian Masalah bidang Pemerintahan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Laporan Keuangan 
Administrasi Keuangan Desa 

2. Perubahan Regulasi  di Bidang Pemerintahan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

 

Staretegi Pencapaian:  

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Dinas Instansi dan Desa serta 

Peningkatan Pengawasan, penyusunan perencanaan dan Evaluasi secara berkualitas 

serta Membangun Inovasi 

1. Pembinaan Rutin Aparatur 
Perangkat Desa 

2. Membangun Inovasi  “SIMPENAN 
CAMAT”  Sistem Penanggulangan 
Bencana Cermat dan Tepat 

3. Kampung Tematik “Pindang 
Megilan” 

4.  Monitoring dan Evaluasi Secara 

berkala 

5. Ajungan Desa 

6. Peningkatan Rapat Koordinasi Baik 
di Kecamatan maupun di Desa 
secara Langsung  

 

 

Kondisi : 

Sasaran Startegis 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

Jumlah Desa : 9 Desa 

Jumlah Perangkat  Desa Terisi : 95  Kosong : 6   



 
PUBLIKASI DOKUMEN KINERJA  DI WEBSITE 
WWW.LAMONGANKAB.GO.ID/BRONDONG 

 



  


